36

BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pihak PT Agung Irian Jaya sebagai pihak EMKL atau ekpeditur yang
bergerak dibidang jasa angkutan laut memiliki peran sebagai pihak
perantara yang mengirimkan barang tersebut sampai pada pihak penerima.
Pihak EMKL sebagai ekpeditur dalam hal ini bertindak sebagai pihak
pengirim meskipun untuk dan atas nama kepentingan pihak pengirim
barang. EMKL sebagai pihak Ekpeditur hanya melakukan pengiriman
semata dan serta terlepas dari pihak pengangkut (pelayaran).

2. Pertanggungjawaban atas kerugian barang bila terjadi wanprestasi dapat
dilakukan dengan cara menghadirkan para pihak yakni pihak pengirim
barang, pihak EMKL dan pihak pengangkut barang untuk dapat
membuktikan faktor penyebab terjadinya suatu wanprestasi-dan apabila
terbukti terjadinya wanprestasi maka pihak EMKL membuatkan berita acara
terhadap barang yang terbukti wanprestasi kemudian ditandatangani oleh
ketiga pihak yakni EMKL, pengirim barang dan pengangkut, kemudian
diserahkan kepada pihak pengangkutan untuk bertanggung jawab berupa
ganti kerugiannya terhadap barang yang dikirim dan total ganti kerugian
oleh pihak EMKL hanya bertanggung jawab sebesar 10% saja sesuai

perjanjian dan selebihnya ditanggung oleh pihak pengirim barang.
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B. Saran

1. Kepada pihak EMKL dibutuhkan kehati-hatian dalam memiliki posisi yang
tepat dan aman dalam memakai kontainer atau alat angkutan pelayaran
yang ada, guna terhindar dari unsur kelalaian yang berefek pada kerusakan
barang yang dikirim oleh pihak pertama sebagai pihak pemilik barang.
Serta jika terjadi suatu unsur kelalaian atau wanprestasi maka sebelum
melakukan upaya penuntutan ganti rugi terlebih dahulu melakukan
pemeriksaan atau pengecekan guna mengetahui kerusakan tersebut oleh
pihak mana apakah pihak EMKL atau pihak pelayaran barulah melakukan
penuntutan.

2. Kepada pihak pengangkut (pelayaran) semestinya lebih berhati-hati dalam
melakukan pengangkutan barang tersebut guna dapat terjamin keselamatan

dan keutuhan barang yang diangkut tanpa harus ada wanprestasi.
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